
l. Undang-Undang Nomor l<l Tahun 2002 tentang llal Crpta 
[Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2002 Nomor 8S. 
Taml>ahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 4220). 

l. Undang-Undang Nomor 14 Tabun l 950 lcntang Pembenrukan 
• Daerah-Daeroh Kabupaten Oa!am Lmpgaa l'rop1n_<1 Jawa 

Barat (Bcrita Negara Tahen 19501 sebagasmana 1elah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor ~ Tahun 1968 tenting 
Pembentukan Kabupatcn Purwakarta daa Kabupaten Subang 
dengan mcngubah Undang-Lndang r-=omor I~ Tahun 1950 oeoians 
Pembentnkan, Daerab-Daerah Kabupaten Deiam l.ingkungan 
Prop,ns, Djnwa Barnt ILcmbaran Negara Rcpot,W,; lndoocs!a 
Tabun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republtl. 
Indonesia Nomor 2851) 

h babwa berdasarkaa pertimbangan sebagaimana dJmal.slJd p>da 
huruf a di 31JIS. maka perlu m.:netap..an Peraiuran Bupati tentang 
Penggenaan Perangkat Lunak Legs! dan Pemanfaatan Open 
5,;wrce S<>(fl.,,re (OSS l di Linglungan Pemenntah Kat>upa1en 
Bekasi 

a. bahwa dlllam rangka opuma!Jsas, pemanfaatan 1eknol0gi infonnast 
dan komunikasr (TIKl sebagai upaya untuk mewujedkan ,am 
kelola kepemenmahan )ang txl•~ (gooJ 1f_uw~rnm,.ml gn,·"""nc<).. 
efisiensi anggaran, keamanan uec11P1fl') dokumeo pemerintah, 
kemandirian sena akuntahtlita< kepada pot,111.. ,nala d1pe1lulan 
penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan petangl.a1 
lunak open source pada tiap-uap saruan l--el)a perangka1 daerah d1 
lingkungan Pemenntah kabupaten Be-las. 
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10. Peraiuran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembanguaan Jangka Panjang Durah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupatcn Bekasi 
Tahun 2010 Nomor 3): 

9. Peraruran Dacrah Kabupaien Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
• tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bel.asi 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 ieniang Pcrubahan atas Peraruran 
Daerab Nomor 7 T ahun 2009 tentang Organisasi Perangial 
Daerah Kabupaten Bekasi; 

8. Peraturan Merueri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenrang 
Acuan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubab 
beberapa kali terakhir deagan Peraturan Menteri Dalam 1'egeri 
Nomor 21 Tohen 2011 tentang Perubalian Kedua atas Pcraruran 
Memeri Dalam Negeri Xomor 13 Talmo 2006 temang Acuan 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraruran Pernerinrah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerinubao Oacrah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupa1cn/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tt.:olang Pengelolaan 
Keuangan Dae rah ( Lembaraa Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4578): 

s Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 1en1ang lnfonnasi dan 
Transaksi Elekrronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tanun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembcran Negara 
Nomor -1843): 

Uod:a:r~ Nomor 3~ T3h..m ~ v.! tent.mg Pcmcrintabao 
Oa,:rah {1.anb.rm 'ceecru RepuNik Jndone'.l>lJ T3hun 1t)(µ 
Somor I::_; T>mbolun- Lembaran '\egara Rcpublik Indonesia 
Somo, -1-1 r 1. sebagaimana tel ah beberapa kali diubah tcrakhir 
Jc:n.g.:.m Ln<l:mg·l'nJang Nomor 12 Tahun 2008 1eoran~ 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3:! Tahun 2004 
tentang Pemerintahaa ()aerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4844): 



Q Perangkat luuak llegal spirated soJnrttrR) merupakan sQfnt·are yang tel-ah 
diduplikasikan dan didistribusikan lanpa izin, 

Perangkai lunak legal adalah perangkat lunak resmi. berlisensi ataupun terbuka 
baik yang gratis maupun yang berbayer dimana pcnggunaannya tidak melanggar 
izin/ hak cipta, 

Perangkat lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital. termasuk 
program komputer. dokumemasinya, don berbagai informasi yang bisa dibaca dan 
dirulis oleh komputer atau dengan kata lain. bagian sistem komputer yang tidak 
berwujud. 

Kepala Dinas a)lalab kepala dinas di lingkuagan Pemerintah Kabupaten Bekasi 
)'~g. tugas pokok dan fungsinya dibidang kornunikasi dan infomJalika. 

• Onus Kornunikasi dan lnfomrntika Kabupatcn Bekasi yang. selanjutnya disebut 
Dtnas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tui,,as pokok 
Jan fungsinya dibidang komunikasi dan illformalika. 

~ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kepala SKPD di linglrungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

~aruan Kcrja Perangkat Daerah yang selanjumya disebut SKPD adalah SKPD di 
""j!kungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, 

E ·p.1u adalah Bupati Bekasi. 

C"oe1ah adalah Kabuparen Bekosi. 

cw.a. 'etarurau Bupari ini, yang dimaksud dengan . 

PASAL l 

KETENTUAN l,MUM 

BABI 

PERATURA}: IJlJPATI BEKASI TENTANG PENGGU>IAAN 
PERANGKAT UJ"NAK LEGAL DA.'i PEMAKFAATA'- OP£.'V. 
socscs SOFTll'.~RE 01 LINGKU1'GAN PE~IERJNTAH 
KABUPA TEN BEKASJ 
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Peramran Bupati ini dimaksudkan dan bertujuaa unmk menjadi pedoman dalam 
r,:,,ggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS serta diperlukan untuk 
i.cseragaman dalam pengaturan pengelolaan penggunaan perangkat lunak dan 
eemanfaaran OSS di lingkungan Pemerimah Kabupaten Bekasi. 

Posa12 

MAKSUD DAN TUJUA>I 

BAB !I 

\ligtasi Open Source Software adolah proses p;,ralihan dari penggunaan 
perangkar luuak legal software propietary (berbay or) kc Open Source Software. 

., 

Pengelola TIK SK.PD adalah tim yang terdiri dari beberapa aparatur yang 
dnunjuk secara kedinasan oleh kepala SKPD untuk bertangguog jawab rerbadap 
pern~sngumuvpengembal1ganfpcng<:lola:m maupun pemeliharaan TIK pooa 
SKPD·nya. 

< Perangkar keras adalah semua bagian fisik kompuier, dnn dibedakan dengan data 
,.111g berada di datamnyn ntau yang beroperasi di dalamaya, dan dibedakan dengan 
rera,igb, lunak (software) y,ng menyediekan instruksi untuk peraagkat keras 
J.Jlam rnenyelesaikan mgnsnya .. 

~ Iazrastruktur TIK adalah selurnh prasarana baik perangkat keras maupun 
~,gkat lunak sena aset-aset 11.K lainnya y,mg menjadi milil.. Pemenntah 
Kabepaten Bekasi, 

<i<oologi informasi dan komunikasi yang selaajumya disebut 111( :idolah segala 
lcgi"3tan yang terkait dengan pemrosesan, pengelclaan, pemindahan informasi 
mur media, 

LiKasl .-ialah tzin iaoi; Jit,rnUl'l oieb pem~ang hak dpt.a suatu pcrangbt hwak 
1cpaoh p,J,;;;. tarn )ang akan mcn_.;gwtlk.ln perangbt lunnl. rersebet. 

Dot, o-KPD Jdabh Semua data elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
peuoe11ntlhan pada suatu SKPD. 

~w:r q:=gffl , •14LJcls..l.OSS ,,tl:r!:ii;c:.c;blbm~ 
ewc·n li:CO be:www l%b-19 ~;cu.~ ... m soon:e 
pq· r,.,., ICd,ah = ~ 6r:,,,;!;:J;-..., dakcm=;;bn olch pcmbcli 01au 
..--=£. P}"2 &--ea. Cida. :wz;..bah ™- lc.ensm)3 dm untuk 
ll>CU!:r;miam)~ IJda m._-mb,,m!i;m ~ .. (cum.-<:111D;a1 o;1p11t Jilalrulrnn dengan 
Ql2 tr><rJ:n,,rJoaJ '"""' """"""'- 



t~) Se1iap SKPD wajib memboat backup (cedangan) terhadap data-data yang 
dimilikinya. 

; J) Setiap SKPD bertnnggung jawab atas kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data 
yeng berada dalam lingkup kewenangan rugas pokok dan fun_l!Si SKPD yang 
bersangkutan, 

Pasal 5 

~ Sa.linan dari seluruh kode sumber dan dokumeatasi dari sisrem aplikasi yang 
dibangun/dikembangkan, berada di bawah penguasaan S~D masing-m:t:.'mg 
sedangkan pengawusennya dilakukan oleh Dinos. 

Hak cipta atas sistem informasiraplikasi yang dib:ingun/dilcmbangkan 
sebagairnana ditnaksud pada ayat (I) sepenuhnya menjadi milik Pemerinrah 
Kabupaten Bekasi, 

Terhadap SKI'D yang akan membangun/mengembangkan infrastrul-rur ru;. di 
!ingkuognnnya masing-masing harus disesuaikan dengan kehuruban pcnggunaan 
perangkat lunak legal dan pcmanfaatan OSS 

Setiap pembangunanzpengembengan infrastruktur TIK di lingkungan Pemcrintah 
Kebupatcn Bekasi harus dipastikan meuggunakan perangkat lunak legal atau JMg 
berbasis OSS. 

Pasal 4 

PENGEMBANGA~ TNFRASTRUKSTI!R TlK 

BABIV 

~'"'I' :,!,;PD wojib menggunakan perangkat lunak legal maupuo OSS. 

Setiap SK.PD wajih unruk menghapus semua perangk.at lunak tidak legal dan 
1mng,gamikannya deagan petangkar tunak berllsensi atau mc:manfaark.an OSS. 

BABM 



(3} Apabila dipcrlukan bamuan ieknis berkaitan dengan pelaksanaan migras, di 
internal SKPD dapai berkoordinasi dan berhubungan langsung dengan Dinas. 

(4) Dalam pclaksanaan migrasi akun dibentuk um helpdesk : rim monitoring dan 
evatuasi ) ang mendukung pelaksanaan otigrasi. 

(2) Target migrasi adalah scluruh perangkar lunak tidak legal, yang meliputi sisrem 
operasi, perangkat lun>k perkanroran dan perangkat ltllJ<lk lainnya yang di£Ull0kan 
untuk mendukung pelaksanaan ragas kedinasan. 

( l) Proses migrasi dilakukan untek memastikan bahwa sduruh perangkat Iunak yang 
digunakan di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekosi ad."llsb 
perangkat tunas legal. 

Pa.sal 8 

Umum 

Bagian K~tu 

PELAKSANAAN MIGRASI OSS 

BAB VI 

Kepala SK.PD membenruk Tim Pengelola TU<~ yang akan bertanggung jawab dalam 
penggunaan perangket lunak leg•I dan pcmanfaatan OSS di Jingkungan SKPO-nya. 

Paso17 

p~:cw, bpasiu5 pen¢e-loJa TIK ) ang berkanaa dc~e-an ~gunsan 
p,:r.u,p.ai h,mi ·~"' dan pemantaatan OSS dari masing-masing SKI'D dapat 
dJl.iJ.ul.:m denj!.¥1 program/kegiatan peningkatan SD>fny• clan dalam 
petJJ.,an;unn}3 d:,pat dibantu secara teknis rnelalui Din3S. 

~l Dinas d.~p.at memberikan pendampingan terhadap program pelatihan dan 
bimbingnn reknis kepeda pengelola TIK dari SKPD yang mengusulkan, 

,:;, Dinas dopa, melakukan program pelatihan peningkatan SOM untuk pcngclola TI1( 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, 

,\II \ 



t3) Pakta lntegritas ini ditandatangani oleh kepala SKPD. 

a. mcmatuhi keteoruan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. 
b. dalam peuyelenggaraan pelayanan publik akan menggunakan perangi<at 

lunak. legal dan pemanfaatan OSS. 
c. ruengoprimalkan pemakaian dan pemanfaatan perangkar lunak le&aJ dan 

pemanfaaian OSS sens meniogkatkan kualitas SDM di lingiuogan SKPD 
untuk menunjang dan mempercepat g()()(J gQw!1·1mut111 governance. 

,:1 Pakta lntcgritas sebagaimana dimaksud pada ayat (I J memuat ke1enruan: 

I J J Komitmen migresi dirujukan dengan penandatanganan faktn iruegriras penggunaen 
perangkat lunsk legal don pemanlaatan OSS. 

Pasal 10 

Komitmen Migrasi 

Bagian Ketiga 

I komitmen pimpinan SKPD terhadap kewajiban pcmakaian pemanfa:uan 
perangkat lunak legal berbasis OSS. 

2- metakukan inventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak serta backup 
data. 

3 merencanekan dan mengusulkan kebutuban peningkatan SDM Pengelola 
TIK. 

~ melakukan monitoring evaluasi dan petaporcn migrasi perangk>t lunal. legaJ 
dan pemanfaatan OSS. 

5. melakokan maintenance pemeliharaan operaung sistem. 

ls SKPD 

~ J1suo mama perangkat hmak legal dan pemanfaatan OSS. . 
pengkoorilinasian pemakaian perangkat l~nak legal dan pemanfaatan OSS di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten BekllSl. 
P"~}<lenggar.ian sosialisasi migrasi pcmakaian perangkat lu!l2k legal dan 
pemanfaatan OSS. 
penyusunan jadual dan target rnigrasi perangkat lunak legal dan pemanfeatan 
oss. 
pendampingan instalasi perangkar Iunak legal yang b<:t:ba$1$ OSS. pelatihan 
atau bimbingan teknis bagi user. ndmin (administrator} dan trainer, 
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(2) Hasil laporan setiop triwulan sebagaimana dimaksud pcda ayat (I) direkapitulasi 
oleh Diuns untuk selanjutnya disampaikan secara pcriodik kepada Bupati, 

ii I Setiap SKI'D mernberikan laporan perkembangan rnigrasi dari perangkai lunak 
tidak legal kc pcrangkat lunak legal dan pemanfaatan OSS setiap triwulan 
ditujukau kepada Bupati onelalui Dinos. 

Pasal 14 

EV ALUASI DAN PEI.APORA:-1 
• 

BAB VU 

Peluks.anaan rnigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai drngan Pasal l 2 
J,lak..,,akan paling. lambat sarnpai dengan iaoggal 31 Desemoer 2013. 

PasaJ l 3 

Seturuh SKPD wajib untuk menggunakan perangkat lunak legal dan memanfaatkan 
OSS. 

Pasal 12 

Pelaksanaan Migrasi 

Bagian Kelima 

ketersediaan suppOrt oleh pihak kctiga rnaupun komumtas. 
distro dapat disuaikan dengan perkembangan teknologi. 

c. 

b 

°""° ~,, <flltU\4 .. -= bml,,r 

w.,tru t-::niUI 6: ,! .. ~an oleh kemunitas nasiooal. rr:gional maupun 
lo<:tl. 
,1.Jumc 1~ ~.m; ringan b:lgi ukuraa RAM (Random Aecsess Memory). HD 
(IJ.ud Di.<k•. ~!=be.rd dan \'GA {Video Graphics Adapter). 
dbl;ro diprioruaskan umuk penggunaan PC (Personal Computer) desktop dan 
notebook 
poruJnritas atau ranking disrro di internet berdasarkan HPD (Irie per do}·, . 
.t~ansi dlstro meliputi keaktifan pengernbangan, mtiestone pengembangan distro 
dan Iiseasi. 

c 

..... ,_ .. c.:,""'1, ..... 



Diteiap,an di Bekasi 
pada tanggal I - - " _ 

<t ~ BUPATI BEKASI ,,,f 

~gar setiap orang dapai mengetahuinya, memeriruahkan pengundangan Peraturan 
Sup,ui ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangg.al diundangkan, 

Pasal 15 

PENUTUP 

BAB VUJ 

J1 Kegiatan pelaporen dari SKPD yang direkap rnelalui Dinas akan menjadi penilaian 
Bupati terhadap kinerja SK.PD itu sco.d:iri kbusus.nya didalam peaggunaan 
perangkat lua~k legal rum pemanfaatan OSS. 


